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llenimllaq 

DBll'GAll RAIIIIAT TUIIAJI YAIIO IL\II& BSA. 
BUPAfl BITUBOIIDO, 

: bahwa guna memberikan pedoman bagi aparat di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Situbondo de]em pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo 
Tahun 2014, clipandang perlu memberikan Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapat.an clan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Situbondo Tahun 2014 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lemberan Negara 
Repuhlik lndmesia Tahlm 1999 Namor 169, 1ambahan Lemberan 
tq3ra Repuhlik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan 
at.as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Norn.or 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang . Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Anta.ra Pemerintah Pu.sat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republilc: Indonesia Nomor 
4438); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik: Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

15. Peraturan Pemerint.ah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lemberan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 I tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambe.ban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembamn Nqp.ra Republik 
Indonesia Nomor 4609); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tent.ang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembenm Negua Republik 
Indonesia Nomor 4693); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinta.h, 
Pemerintah Daerah Propinsi, clan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

27. Peraturan Presiden Republilc Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahu.n 2012; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011; 

29. Peraturan Menteri Dalmn Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis PengeloJaan Barang Milik Daerah; 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Norn.or 45/Pfrr/M/2007 
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Ged.Wlg Negara; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 538); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009; 

34. Peraturan Oaerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 20J8 
tentang Urusen ~ Kahiperen Situbcmdo (Lcmbaran Deerah 
KabJp&ren Situbcmdo Tahun 2Cn3 Nooxr 2); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupe.tcn Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 

36. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang 
Rename. Rmmngunan Jangka MeneqJm Daerah J<ab,paren 
Situb:n:lo (BeritalAlemh Kabupatcn SitulxntoTulnm ::;1)10 Ncou-8.5l; 

37. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2013 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPD) Kabupaten 
Situbondo Tahun 2014 {Berita Daerah Kabupaten Situbondo 
Tahun 2013 Nomor 16); 

38. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2012 tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penata Usahaan, 
Petanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 
Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan 
Keuangan, Belanja Tidak Terduga clan Pengeluaran 
Pembiayaan Tahun Anggaran 2013 {Derita Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2012 Nomor 34). 
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Menetaplran : PBRATURAlf BUPATI TBRTAifG PEDOIIAN PBLAKBAllAA.11 
AIIGGARAII PBNDAPATAll DAIi BELAIIJA DABRAB CAPBD) 
KABUPATBII SITUBOIIDO TAHmf 2014. 

Pual l 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2014~ sebagaimana tersebut 
da1atn Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. 

Pua.12 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2014 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Aparat Pemerintah 
Kabupaten Situbondo da1am melaksanakan program dan kegiatan 
sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Situbondo Tahun 2014. 

Pual3 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

Diundangkan di Situbondo 
pada tanggal 2 2 : : ~ 2013 

SEKRBTARIS DAERAH 
KABUPATBN SITUBOIIDO, 

Ditetapkan di Situbondo 
pacla tanggal 2 2 C C T 2013 

BUPATI SltuBORDO, 

C es ~ 
DADARG WIGIARTO 
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BBRITA DABRAB KABUPATBif SITUBONDO TABUII 2013 IIOMOR ~ 


